
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kalidiubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaBupati Penajam Paser Utara telah menyempurnakan Rancangan PeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 903/550/061-V/KEU tentang Hasil Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan PeraturanBupati Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2014;b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukanagar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umumdan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569);2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksanaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028);14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporanKeterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5104);21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 694);26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang BersumberDari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 540);27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:1. Pendapatan Daerah Rp. 1.539.462.853.000,002. Belanja Daerah Rp. 1.795.078.500.000,00 (-)
Surplus/(Defisit) Rp. (255.615.647.000,00)

3. Pembiayaan Daeraha. Penerimaan Pembiayaan Rp. 262.616.254.669,00b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 7.000.607.669,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp. 255.615.647.000,00

Sisa Lebih Tahun Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 67.438.100.000,00b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.223.679.848.000,00c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 248.344.905.000,00
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenispendapatan:a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.541.000.000,00b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.997.100.000,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkansejumlah Rp. 12.500.000.000,00d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 43.400.000.000,00(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenispendapatan:a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.032.750.000.000,00b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 188.713.598.000,00c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 2.216.250.000,00(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiridari jenis pendapatan:a. Hibah sejumlah Rp. 0,00b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 121.885.729.000,00d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 45.214.876.000,00e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintahdaerah lainnya sejumlah Rp. 81.244.300.000,00

Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 512.366.776.352,00b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.282.711.723.648,00(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 411.004.599.360,00b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 40.080.700.000,00e. Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp. 1.456.000.000,00f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,00g. BelanjaBantuan Keuangan sejumlah Rp. 59.075.475.992,00h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 119.664.069.600,00b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 363.214.928.973,00c. Belanja Modal sejumlah Rp. 799.832.725.075,00
Pasal 4(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 262.616.254.669,00b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 7.000.607.669,00(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:a. Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun Anggaransebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 262.616.254.669,00
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b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkansejumlah Rp. 0,00d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00b. Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerahsejumlah Rp. 5.156.236.169,00c. Pembayaran Pokok Utang  sejumlah Rp. 1.844.371.500,00d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini, terdiri dari:Lampiran  I Ringkasan APBD;Lampiran  II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;Lampiran  III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;Lampiran  IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan;Lampiran  V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan UrusanPemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan KeuanganDaerah;Lampiran  VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Lampiran  VII Daftar Piutang Daerah;Lampiran  VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;Lampiran  IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;Lampiran  X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;Lampiran  XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikandan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;Lampiran  XII Daftar dana cadangan daerah; danLampiran  XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surutsejak tanggal 2 Januari 2014.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di   Penajampada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajampada tanggal 3 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ABDUL ZAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2.


